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A. Baitul Mal Wat Tamwil

1. Definisi Baitul Mal Wat Tamwil

Bagi masyarakat Indonesia, koperasi sudah tidak asing lagi dalam
perekonomian di Indonesia. Di Indonesia koperasi diatur dalam UU No. 12
tahun 1967 yang diperbaharui menjadi UU No 25 tahun 1992. Menurut UU
No 25 tahun 1992 definisi koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan
orang atau beberapa orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi
rakyat yang berazakan kekeluargaan.!

Lahirnya Bank Muamalat di Indonesia pada tahun 1992 sebagai
sentral perekonomian yang bernuansa Islam, telah mendapatkan tempat
dalam perekonomian Islam di Indonesia.? Sehingga lahirlah lembaga
keuangan mikro ekonomi Islam yang populer dengan istilah BMT (Baitul Mal
Wat Tamwil). Kelahiran BMT sangat menunjang sistem perekonomian
masyarakat di sekitarnya, Sehingga fungsi BMT sangat terasa dan nyata
hasilnya.® Oleh karena itu, BMT dituntut menjadi instrumen koperasi yang

modern dan mampu mendekati semua kalangan khususnya pada tingkatan

! pemerintah Republik Indonesia, undang-undang No. 25 tahun 1992, tentang perkoperasian
Negara RI (Jakarta: 1992), 9.

2 Ahmad Sumiyanto, BMT Menuju Koperasi Modern, (Yogyakarta: PT. ISES Consulting
Indonesia, 2008), 23.

% Ibid., 24.
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menengah ke bawah.* Menurut Ridwan BMT adalah kependekan kata dari

Balai Usaha Mandiri Terpaduatau Baitul Mal wat Tamwil yaitu lembaga

keuangan mikro (LKM) vyang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip

syariah.> BMT adalah Balai Usaha Mandiri Terpadu yang isinya berintikan
konsep Baitul Mal Wat tamwil.

Secara konsepsi BMT adalah lembaga yang mencakup dua jenis
kegiatan sekaligus yaitu:

a. Kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti: zakat, infaq,
dan sadagah serta sumber lainnya yang disalurkan kepada yang berhak
dalam rangka mengatasi kemiskinan.

b. Kegiatan produktif dalam rangka nilai tambah baru dan mendorong
pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia.’

BMT merupakan lembaga informal dalam bentuk kelompok simpan
pinjam (KSP) atau kelompok swadaya masyarakat (KSM). Secara prinsip
BMT memiliki sistem operasi yang tidak jauh berbeda dengan BPRS (Bank
Perkreditan Syariah). Namun memiliki ruang lingkup dan produk dengan

hasil yang berbeda.

4 1bid., 38.

> Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa-Tamwil (BMT), (Yogyakarta: Ull Press,
2004), 23.

® Pusar Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), Buku Pintar BMT Unit Simpan Pinjam dan
Grosir (1998), 1.

" Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 106.
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2. Prinsip dan Produk Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)
Secara garis besar hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam
ditentukan oleh hubungan agad yang terdiri dari lima buah konsep agad yaitu
al-wadz’ah, syirkah, tijarah, ijarah, dan al-ajruwal umulah.®
a. Prinsip Simpanan Murni (al-wadi’ah), merupakan fasilitas yang diberikan
BMT untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana
untuk investasi mendapatkan keuntungan seperti produk deposito.®

b. Prinsip Bagi Hasil (syirkah), adalah sistem yang mengatur tata cara
pembagian keuntungan hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola
dana.

c. Prinsip Jual Beli (Al-tijarah), Prinsip ini secara garis besarnya terbagi
menjadi:
1) Bai’ al-murabahah.
2) Bai’ as-salam.
3) Bai’ al-istishna.

d. Prinsip Sewa (Al-ijarah) Prinsip ini secara garis besar terbagi menjadi dua
jenis, yaitu:
1) Sewa murni (ijarah), dalam aplikasinya pihak BMT membeli terlebih

dahulu barang vyang dibutuhkan oleh nasabah kemudian

menyewakannya kepada nasabah.°

8 Ibid., 107.
® Ibid., 108.
10 1bid.,110.
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2) Bai’ Muntahiya Bittamlik, merupakan penggabungan antara sewa dan
beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang
tersebut diakhir masa sewa.!

e. Prinsip Jasa (al-ajru wal umulah), Prinsip ini merupakan layanan non
pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT.

Dalam melaksanakan usahanya BMT berpegang teguh pada prinsip

sebagai berikut :

1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

2) Keterpaduan, artinya nilai-nilai spiritual dan moral.

3) Kekeluargaan, yaitu kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi.

4) Kebersamaan, yakni kesatuan pikir dan sikap antara semua elemen BMT.

5) Kemandirian, yakni mempunyai semangat kerja yang tinggi.*?
Sedangkan produk inti dari BMT Menurut Andriani adalah:

1) Produk Penghimpun Dana

a) Al-Wadi’ah, penabung termotivasi untuk keamanan uangnya tanpa

mengharapkan keuntungan.

b) Al-Mudarabah, penabung termotivasi untuk memperoleh keuntungan

dari tabungannya.

c) Amanah, tabungan ini untuk pinjaman khusus kepada kaum dhu’afa.

1 Ibid.,109.
2 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal..., 130.
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2) Produk Penyaluran Dana

a) Pembiayaan Mudarabah, pembiayaan modal kerja, pengelola usaha
sepenuhnya diserahkan kepada nasabah sebagai debitur. Hasil
Keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama (misal
70% : 30% atau 75% : 25%).

b) Pembiayaan Musyarakah, sebagaian modal diberikan kepada anggota,
Pembagian keuntungan dilakukan sesuai perjanjian kedua belah pihak.

c) Pembiayaan Murabaha, Pembelian diberikan untuk barang yang
dijadikan modal kerja. Keuntungan bagi BMT dari harga yang
dinaikkan.

d) Pembiayaan Bai ‘Bitaman ajil, pembiayaan ini dilakukan dengan
cicilan dalam waktu yang agak panjang. BMT mendapatkan
keuntungan dari harga barang yang dinaikkan.

e) Pembiayaan Qordul Hasan, merupakan pinjaman yang diberikan
kepada anggota untuk keperluan yang darurat. Nasabah
mengembalikan pinjamannya sesuai dengan nilai yang diberikan oleh
BMT.13

B. Sisa Hasil Usaha
1. Definisi Sisa Hasil Usaha
Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit

sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian

13 Andriani, Baitul Maal Wat Tamwil ,Konsep dan Mekanisme di Indonesia, (Kediri: STAIN,
Jurnal Empirisma, 2005), 253.
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laba. Secara definitif profit sharing diartikan distribusi beberapa bagian dari
laba pada para pegawai dari perusahaan.'* Sisa hasil usaha merupakan laba
bersih seperti lazimnya dalam dunia usaha yang dilaporkan pada akhir tiap
periode yang diperoleh dalam satu tahun, kemudian dikurangi dengan
penyusutan dan biaya dari tahun buku.'® Menurut Sonny Sumarsono SHU
adalah pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan
biaya penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang
bersangkutan.® Setelah SHU dikurangi dengan biaya-biaya tertentu, barulah
akan dibagikan kepada anggota sesuai dengan pertimbangan jasa masing-
masing.’

Menurut lkatan Akuntansi Indonesia ketentuan penyajian laporan
perhitungan sisa hasil usaha adalah tahun berjalan dibagi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Jika jenis jumlah laba pembagian sisa hasil usaha
telah diatur secara jelas, maka bagian yang tidak menjadi hak diakui sebagai
kewajiban. Jika jenis dan jumlah pembagian belum diatur secara jelas, maka
dicatat sebagai sisa hasil usaha belum dibagi dan harus dicatat atas laporan
keuangan.'® perhitungan hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan

anggota atau rugi kotor dengan non anggota.

14 Muhamad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank syariah, (Yogyakarta:
Ul Press, 2004), 13.

15 Amin Tunggal Wijaya, Akuntansi Untuk Koperasi, (Yogakarta: Harvarindo, 2002), 38.

16 Sonny Sumarsono, Manajemen Koperasi Teori dan Praktik, (Bandung: Graha Ilmu, 2001), 87.
17 Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia, (Yogyakarta: BPFE, 2000), 16.

18 |katan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli 2001. (Jakarta: Salemba
Empat, 2009), 18.
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2. Pembagian Sisa Hasil Usaha

Sistem bagi hasil adalah sistem yang dipakai lembaga keuangan
yang berbasis Islam, sedangkan dalam lembaga keuangan konvensional
sistem yang digunakan adalah bunga. Konsep bagi hasil adalah konsep atas
keuntungan proyek nasabah, dengan nisbah yang telah disepakati
sebelumnya. Hal ini yang menjadi satu keunikan produk dalam sistem bagi
hasil.1°

Menurut UU Koperasi No.25 Tahun 1992 pasal 34 bahwa
pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang berasal dari usaha yang
diselenggarakan untuk anggota koperasi boleh dibagikan kepada para
anggota.?°

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.27
Pembagian Selisih Hasil Usaha harus dilakukan pada akhir periode
pembukuan.?* Menurut Sitio dan Tamba secara umum SHU koperasi dibagi
untuk:

a. Cadangan koperasi, adalah bagian dari penyisihan SHU yang tidak dibagi
dan dapat digunakan untuk modal sendiri serta untuk menutup kerugian

koperasi bila diperlukan.

19 Muhamad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank syariah, (Yogyakarta:

Ul Press, 2004), 14.
20 Pemerintah RI, undang-undang nomor 25 tahun 1992, tentang perkoperasian..., 11.

21 |katan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli 2001. (Jakarta: Salemba
Empat, 2009), 2.
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b. Jasa Anggota, anggota memiliki fungsi ganda yaitu pemilik (owner) dan
sekaligus pelanggan (customer). Dengan demikian, SHU yang diberikan
kepada anggotanya atas dua kegiatan ekonomi anggotanya sendiri, yaitu:
1) SHU atas jasa modal, yaitu SHU yang diterima anggota karena jasa

penanaman modalnya (simpanan) dalam koperasi.
2) SHU atas jasa usaha, adalah SHU yang diterima anggota karena jasa
transaksi sebagai pelanggan dalam koperasi.

c. Dana pengurus, adalah SHU yang disisihkan untuk pengurus atas balas
jasanya mengelola usaha koperasi.

d. Dana Pegawai, adalah penyisihan SHU yang digunakan untuk membayar
gaji pegawai yang bekerja dalam koperasi.

e. Dana pendidikan, adalah penyisihnan SHU vyang digunakan untuk
membiayai pendidikan pengurus, pengelola, dan pegawai koperasi untuk
meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam mengelola
koperasi.

f. Dana sosial, adalah SHU untuk membantu anggota dan masyarakat sekitar
yang tertimpa musibah.

g. Dana Pembangunan Daerah Kerja, adalah penyisihan SHU untuk
mengembangkan daerah kerjannya. 22

Prisip Pembagian SHU, Menurut Arifin Sitio dan Halomoan Tamba
tercermin asas keadilan, demokrasi, tranparasi, dan sesuai dengan prinsip

koperasi, maka perlu diperhatikan prinsip pembagian SHU sebagai berikut:

22 Sitio Arifin, Halomoan Tamba, Koperasi Teori dan Praktik, (Jakarta: Erlangga, 2002), 89.
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a. Pada hakikatnya SHU yang dibagi kepada anggota bersumber dari anggota
sendiri, sedangkan SHU yang bukan dari anggota dijadikan sebagai
cadangan koperasi. Oleh sebab itu, langkah pertama dalam pembagian
SHU memisahkan antara SHU yang bersumber dari transaksi anggota dan
SHU yang bersumber dari non anggota.

b. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha anggota sendiri,
SHU yang diterima anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal
yang diinvestasikannya dan dari transaksi yang dilakukannya. Oleh sebab
itu, perlu ditentukan proporsi SHU untuk jasa modal dan jasa transaksi
usaha anggota.

c. Pembagian SHU dilakukan secara transparan, Proses perhitungan SHU
dan jumlah SHU harus diumumkan secara transparan, sehingga anggota
dengan mudah menghitung secara kuantitatif. Prinsip ini pada dasarnya
merupakan proses pendidikan bagi anggota dalam membangun
kebersamaan.

d. SHU anggota dibayar secara tunai, karena dengan demikian koperasi
membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan
masyarakat mitra bisnisnya. 2

3. Faktor yang Memperngaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU)
Besarnya SHU pada koperasi tergantung dari kegiatan yang
dilakukan oleh koperasi itu sendiri. Menurut Andjar Pachta W. dkk, faktor-

faktor yang mempengaruhi SHU yaitu:

2% |bid., 90.
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a. Partisipasi anggota.
b. Jumlah modal sendiri.
c¢. Kinerja pengurus.
d. Jumlah unit usaha yang dimiliki.
e. Kinerja manajer.
f. Kinerja karyawan. %
Faktor-faktor yang mempengaruhi SHU menurut Iramani dan
Kristijadi adalah:
a. Jumlah Anggota Koperasi.
b. Volume Usaha.
¢. Jumlah Simpanan.
d. Jumlah Hutang ( Pinjaman ). ?®
C. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
1. Definisi Standar Akuntansi Keuangan
Akuntansi (accounting) adalah aktivitas yang menyediakan
informasi dalam satuan moneter untuk pengambilan keputusan, perencanaan,
pengendalian sumber daya operasi, mengevaluasi prestasi dan pelaporan
keuangan kepada investor, kreditur, instansi yang berwenang serta
masyarakat.?® Ada yang memberikan definisi akuntansi sebagai perencanaan

dengan bahasa angka-angka yang berupa anggaran dan merumuskan

24 Andjar Pachta, W dkk, Hukum Koperasi Indonesia, (Jakarta: KencanaPrenada Group, 2005), 33.
25 Iramani dan E. Kristijadi, Faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha unit koperasi Desa
di Jawa Timur, (Jurnal Vebtura: Vol.1, No 2, 1997),73-79.

% Ahmad Kamaruddin, Akuntansi Manajemen, Dasar-Dasar Konsep Biaya Dan Pengambilan
Keputusan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007), 6.
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pengendalian sebagai laporan pelaksanaan dan memberikan umpan balik

dengan jalan membandingkan prestasi kerja dengan anggaran.?’

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam
prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam
penyajian laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan
hasil perumusan Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994
menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. SAK di Indonesia
merupakan terapan dari beberapa standard akuntansi yang ada seperti,
IAS,IFRS,ETAP,GAAP. Selain itu ada juga PSAK syariah dan juga SAP.
SAK ETAP ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan lkatan
Akuntan Indonesia. PSAK Syariah diterbitkan oleh Dewan Akuntansi

Syariah sedangkan SAP oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah.?

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah pedoman
umum penyusunan laporan keuangan yang merupakan pernyataan resmi
tentang masalah akuntansi tertentu, yang dilakukan oleh badan yang
berwewenang dan berlaku dalam lingkungan tertentu. Standar akuntansi
biasanya berisi tentang definisi, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan
elemen laporan keuangan. Sedangkan SAK ETAP adalah Standar akuntansi

keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. ETAP yaitu Entitas yang

27 Prawironegoro et al, Akuntansi Manajemen, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009), 4.

28 Dhika Augustyas, “Standar Akuntansi Keuangan (SAK)”
https://dhiasitsme.wordpress.com/2011/10/25/standar-akuntansi-keuangan-sak/, diakses pada 5
januari 2017.
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tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta menerbitkan laporan

keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. 2°

BMT Sidogiri menetapkan bahwa kegiatan administrasi managerial
cabang atau capem meliputi semua administrasi usaha, akuntansi dan
keuangan yang mengacu pada PSAK No. 27 (Perkoperasian). Meskipun
terdapat PSAK terbaru yang mengatur kegiatan operasional transaksi syariah
yaitu PSAK No. 101 - No. 108 dan ETAP untuk koperasi akan tetapi pihak
BMT Sidogiri tetap menggunakan PSAK No. 27 sebagai acuan akuntansi dan
keuangan. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil wawancara bersama bapak
Ikhwan selaku manager IT, “ Akuntansi BMT Sidogiri masih memadukan
akuntansi koperasi dan perbankan syariah, dan masih tahap penyesuaian dan

tahap penyempurnaan ke standar akuntansi syariah”.

Untuk membantu efisiensi dan evaluasi dari aktivitas suatu

organisasi, Informasi yang perlu diketahui meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Efektivitas perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan oleh
manajemen.

b. Penyampaian pertanggung jawaban organisasi kepada investor, kreditur,
pemerintah,  bankir, leveransir, dan pihak-pihak lain  yang

berkepentingan.°

29 Chariri Anis dan Imam Ghazali, Teori Akuntansi, (Semarang: BP UNDIP, 2007), 2009.
30 M Sadeli et al, Akuntansi Manajemen, Sistem, Proses dan Pemecahan Soal, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2001), 1.
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Sedangkan laporan keuangan keseluruhan terdiri atas komponen
komponen penyusunnya, Komponen keuangan itu terdiri dari:

a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode.

b. Laporan laba rugi komprehensif selama periode.

c. Laporan perubahan posisi keuangan selama periode.

d. Laporan arus kas selama periode.

e. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi
penting dan informasi lainnya. 3

2. Unsur-Unsur Standar akuntansi Keuangan Koperasi
Standar Akuntansi Keuangan koperasi memiliki beberapa unsur,
yaitu:

a. Penyusunan laporan keuangan adalah laporan keuangan yang disusun
untuk menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas koperasi
secara keseluruhan sebagai pertanggung jawaban atas pengelolaan
keuangan yang terutama ditujukan kepada anggota.

b. Aset adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi dimasa mendatang,
yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas tertentu sebagai akibat
transaksi atau peristiwa masa lalu.>? Dianggap sebagai aset jika dimasa
yang akan datang dapat memberikan net cash inflow yang positif kepada

perusahaan atau koperasi.

31 |katan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan..., 6.
32 Chariri Anis dan Imam Ghazali, Teori Akuntansi, (Semarang: BP UNDIP, 2007), 230.
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c. Kewajiban adalah hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa
masa lalu, penyelesainnya diharapkan arus keluar dari sumber daya
perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.

d. Ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok,
simpanan wajib, simpanan lain yang mempunyai karakteristik sama
dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal
sumbangan, cadangan dan sisa hasil.

e. Pendapatan, IAI PSAK No. 23 tahun 2007 menyatakan pendapatan adalah
arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal
perusahaan selama suatu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan
kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

f. Beban, adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode
akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya
kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut
pembagian kepada penanam modal.>*

3. PSAK No. 27
Berkaitan dengan kegiatan laporan keuangan BMT yang berbadan
hukum koperasi, maka penyusunan laporan keuangannya tidak bisa lepas

dari:

33 1bid., 258.
34 1katan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi..., 18.
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a. Laporan keuangan dibuat dengan asumsi bahwa BMT berbadan koperasi
dan karenanya akan mengacu pada PSAK No. 27 tentang akuntansi
perkoperasian.

b. Aktivitas utama BMT dan ciri khasnya terdapat pada kegiatan jasa
keuangan. %

Laporan keuangan Pokok BMT meliputi:
Neraca.
Perhitungan hasil usaha.
Laporan arus kas.
Laporan dana zakat, infag, dan sadagah.
Catatan laporan keuangan.
Laporan sektor riil %
Sedangkan menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK)

No. 27 yang menyebutkan bahwa Laporan keuangan koperasi meliputi

neraca, perhitungan sisa hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi

ekonomi anggota, dan catatan atas laporan keuangan. '
Menurut PSAK No. 27 karakteristik laporan keuangan koperasi
adalah sebagai berikut:

a. Laporan keuangan merupakan bagian dari pertanggung jawaban pengurus

kepada para anggotanya di dalam RAT.

3 Hertanto Widodo, panduan praktis operasional BMT (Jakarta: Mizan, 1999), 82-84.
% |bid., 85.
37 |katan akuntansi indonesia, Standar Akuntansi Keuangan..., 272.
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b. Laporan keuangan biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan
arus kas yang penyajiannya dilakukan secara komparatif.

c. Sesuai dengan posisi koperasi sebagai bagian dari sistem jaringan
koperasi, maka beberapa akun dan istilah yang sama akan muncul baik
pada kelompok aktiva maupun kewajiban atau kekayaan bersih.

d. Laporan laba rugi menyajikan hasil akhir yang disebut SHU.®

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan bahwa laporan
keuangan koperasi meliputi:

a. Neraca

Neraca merupakan salah satu unsur laporan keuangan yang
menjelaskan posisi keuangan pada saat tertentu, neraca adalah daftar
aktiva, kewajiban, dan modal pemilik perusahaan pada tanggal tertentu,
yang biasanya pada tanggal terakhir satu bulan atau tahun.3® Sedangkan
neraca badan usaha koperasi adalah suatu daftar aktiva yang disusun pada
waktu berdirinya koperasi, atau disusun pada saat tertentu selama tahun
pembukuan masih berjalan, maupun yang disusun pada akhir tahun buku,
neraca tahunan berbentuk angka dan perkiraan dalam hal harta atau aktiva,
hutang atau pasiva dan modal pada saat tertentu atau periode tertentu yang

dinyatakan dalam bentuk uang atau nilai uang.*°

% bid., 275.

39 Philip Niswonger, E Fress dan Carls, Prinsip-prinsip Akuntansi, jilid 1, edisi 19, (Jakarta:
Erlangga, 1999), 214.

40 Riva’i Wirasamita dan Ani Kenanga sari, Laporan Keuangan Koperasi, edisi pertama, (Jakarta:
Pioner Jaya, 1999), 12.
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1) Aktiva (assets), adalah kemungkinan manfaat ekonomi masa depan
yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu perusahaan sebagai hasil
dari transaksi atau kejadian yang lalu.** Ketentuan mengenai
penggunaan aktiva pada koperasi menurut ikatan akuntansi indonesia
adalah:

a) Aset yang diperoleh dari sumbangan terikat yang tidak dapat dijual
untuk menutupi kerugian koperasi sebagai aset lain.

b) Aset yang dikelola oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi tidak
diakui sebagai aset dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan
keuangan.*?

2) Piutang, untuk perkiraan piutang, perlakuan piutang dalam koperasi
tidak sama dengan usaha lain. Kelompok akun piutang pada koperasi
disajikan sebagai berikut:

a) Piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan
jasa pada anggota.

b) Piutang yang timbul karena penjualan atau penyerahan jasa
pada bukan anggota.

¢) Piutang pada koperasi lain.

d) Piutang yang timbul sehubungan dengan pembagian SHU dari
koperasi lain yang pencairannya tergantung pada pernyataan

tertentu.*®

41 Donal E. Kieso dan Jerry J. Weygandt, Akuntansi Intermediate, edisi kesepuluh, terjemahan
Herman Wibowo, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002), 55.

42 |katan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan..., 277-278.

43 1bid., 2712.
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b. Perhitungan hasil usaha
Sisa hasil usaha (SHU) merupakan pendapatan koperasi yang
diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan,
kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku bersangkutan.*
Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia ketentuan mengenai
penyajian laporan keuangan perhitungan hasil usaha adalah sisa hasil
usaha tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada
koperasi. Dalam hal jenis dan jumlah pembagian sisa hasil usaha telah
diatur secara jelas, maka bagian yang tidak menjadi hak koperasi diakui
sebagai kewajiban. Apabila jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur
secara jelas, maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha
belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.*
Perhitungan hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota atau
rugi kotor dengan non anggota.*®
c. Laporan arus kas
Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas
yang meliputi saldo awal, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas, dan
saldo akhir kas pada periode tertentu. Laporan arus kas akan membantu
para pemakainya untuk:

1) Menilai kemampuan perusahaan di masa yang akan datang.

4 pemerintah RI, Undang-Undang No 25 Tahun 1992..., 9.
45 |katan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan , 277.
46 |bid., 279.
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2) Menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya membayar
deviden dan keperluan dana untuk kegiatan ekstern.

3) Menilai alasan perbedaan antara laba bersih dan dikaitkan dengan
penerimaan dan pengeluaran kas.

4) Menilai pengaruh investasi, baik kas dan transaksi keuangan selama

satu tahun periode tertentu.*’

. Laporan promosi ekonomi anggota

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang
memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi
selama satu tahun. Laporan tersebut mencakup empat unsur yaitu:

1) Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama.
2) Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama.

3) Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi.

4) Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian SHU.*

Selain unsur laporan promosi ekonomi anggota, Ikatan Akuntansi
Indonesia juga menguraikan beberapa karakteristik laporan promosi
ekonomi anggota sebagai berikut:

1) Manfaat ekonomi yang diperoleh anggota dari pembagian hasil usaha
pada akhir tahun buku dapat dicatat sebesar taksiran jumlah sisa hasil

usaha yang akan dibagi untuk anggota.

47 Soofyan Syafari Harahap, Teori Akuntansi, Edisi Revisi (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007),

244,

48 Hari Sugiharto, “Laporan Promosi Anggota”, http://dokumen.tips/documents/laporan-promosi-
anggota.html, diakses pada 20 mei 2015.
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2) Manfaat laporan promosi ekonomi anggota mencakup yang diperoleh

selama tahun berjalan dari transaksi pelayanan yang dilakukan koperasi
untuk anggota. Dan manfaat yang diperoleh pada akhir tahun buku dari
pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan. Laporan promosi ekonomi
anggota ini disesuaikan dengan jenis koperasi dan usaha yang

dijalankannya.

3) Sisa hasil usaha tahun berjalan harus dibagi sesuai dengan ketentuan

anggaran rumah tangga koperasi. Bagian sisa hasil usaha untuk anggota
merupakan manfaat ekonomi yang diterima anggota pada akhir tahun
buku. Dalam hal pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan belum
dibagi karena tidak diatur secara tegas pembagiannya dalam anggaran
dasar atau anggaran rumah tangga dan harus menunggu keputusan rapat
anggota, maka manfaat ekonomi yang diterima dari pembagian sisa
hasil usaha dapat dicatat atas dasar taksiran jumlah bagian sisa hasil

usaha yang akan diterima oleh anggota.*

e. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan koperasi merupakan bagian yang

terpadu dari penyajian laporan keuangan. Catatan digunakan untuk

memberi informasi tambahan mengenai pos-pos neraca dan perhitungan

sisa hasil usaha. Menurut Standar Akuntansi Keuangan, catatan atas

laporan keuangan menyajikan pengungkapan yang memuat:

49 Tkatan Akuntansi Indonesia, “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan

Indonesia”,

http://www.academia.edu/5008568/PERNYATAAN_STANDAR_AKUNTANSIKEUANGAN_|

KATAN_AKUNTAN_INDONESIA, diakses pada 15 April 2016.
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1) Perlakuan akuntansi, antara lain mengenai:

a) Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi
koperasi dengan anggota dan non anggota.

b) Kebijakan akuntansi tentang aset tetap, penilaian persediaan,
piutang, dan sebagainya.

c) Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non anggota.

2) Pengungkapan infomasi lain, antara lain:

a) Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang
tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
maupun dalam praktek, atau yang telah dicapai oleh koperasi.

b) Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan
mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan
perkoperasian, usaha manajemen yang diselengarakan untuk
anggota, dan penciptaan lapangan usaha baru untuk anggota.

c) Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan penting yang
berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan

keuangan.®°

50 |katan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan..., 2710.



